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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  

KEADIALAN RESTORATIF DALAM DELIK KUMPUL KEBO 

 

 

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Kumpul Kebo 

Berdasarkan unsur materilnya, kumpul kebo merupakan aktivitas 

hubungan seksual di bawah satu atap tanpa ada hubungan yang sah. Unsur ini 

sebagai dasar pembuktian yang nantinya dapat diyatakan jerimah. Berdasarkan 

unsur morilnya dapat juga dipersahkan bila perbuatan tersebut mengenai seorang 

yang sudah baligh berakal dan sudah dawasa. Dengan demikian delik kumpul 

kebo jika dilihat dari unsur deliknya dapat dikategorikan ke dalam jarimah zina 

dalam pandangan Islam.  

Tindakan pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana 

zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan 

badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik 

pelakunya yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional 

tidak megannggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak 

pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri.
1
 

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan  yang 

sangat terkutuk dan dianggap sebagai  jarimah. Pendapat ini disepakati oleh 

ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa 

memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau 

                                                             
1 Amirullah at al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 151. 
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orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka 

pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan 

secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, 

zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, 

tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.
2
 Hukum pidana 

Islam menyatakan setiap hubungan seksual yang diharamkan itu adalah zina. 

Zina secara harfiah berarti fahishah yaitu perbuatan keji.  

  ِ ننَُّ  َ انَ َ ااَِ  ةً وََ ااَ َ ِ  يةً ۖ  وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّناَ 
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ (17): 32)
3
 

 

Hukum Islam menjatuhi hukuman atas perbuatan zina karena dianggap 

mengusik kemapanan masyarakat dan keselamatannya. Zina dianggap kejahatan 

yang merusak tatanan keluarga, dan pada hal keluarga adalah dasar bagi tegaknya 

masyarakat. Membolehkan zina akan memperluas kekejian, mengakibatkan 

keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Hukum Islam 

diberlakukan untuk melindungi keutuhan  masyarakat secara erat dan kuat.
4
       

1. Analisis Sanksi Hudud Terhadap Delik Kumpul Kebo 

Menurut syar’i, hudud adalah hukuman kejahatan yang telah 

ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada 

kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk takzir kerena takzir 

                                                             
2 Rahmat Hakim,  Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),  69. 
3
 Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Quran), 285. 

4 Amirullah at al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 152. 
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tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak termasuk pula kisas karena kisas 

adalah hak anak adam. Kesalahan dalam jinayah hudud dianggap sebagai 

kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan 

masyarakat umum yaitu menjelaskan ketenteraman dan keselamatan orang 

ramai dan hukumannya pula memberi kebaikan kepada mereka. Kesalahan ini 

tidak boleh diampunkan oleh manusia pada mangsa jinayah itu sendiri, 

warisnya, ataupun masyarakat umum. 

Makna hukuman ditetapkan sebagai hak Allah adalah hukuman 

tersebut ditetapkan demi kebaikan masyarakat dan menjaga tatanannya. 

Ketika menisbatkan  hukuman kepada Allah dan meyatakannya sebagai hak 

Allah, para fukaha menghendaki bahwa hukuman-hukuman tersebut tidak 

mungkin digugurkan, baik melalui perseorangan maupun masyarakat. 

Hukuman dianggap hak Allah ketika menyangkut kepentingan umum, yaitu 

menghindarkan kerusakan dari manusia dan melindungi mereka. Setiap 

tindak pidana yang kerusakannya kembali pada umum dan manfaatnya 

hukumannya kembali pada mereka, hukuman tersebut dianggap hak Allah, 

demi terciptanya manfaat dan menangkis bahaya serta kerusakan. Dengan 

menganggap hukuman sebagai hak Allah, hukumam tidak bisa digugurkan 

oleh perseorangan atau masyarakat.
5
 

Hukuman hudud wajib dikenakan pada orang yang melanggar 

larangan-larangan tertentu dalam agama, misalnya zina, menuduh zina, 

qadhab, dan lain-lain. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang 

                                                             
5 Ibd., 149. 
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telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan 

orang yang zalim.
6
 Firman Allah Swt. yang artinya: 

 

 وََ ْ   َ  َ َ  نَّ اُُ ووَ اللنَِّ  َ ُ ولَ ِ َ  ُ ُ  اللنَّالُِ ونَ 
“Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S.Al-Baqarah (2) : 229). 

 

Jadi, seperti dijelaskan di atas bahwa, segala hal persetubuhan yang 

tidak diikat dengan hubungan yang sah, maka pandangan hukum Islam 

menyatakan berbuatan tersebut dinyatakan zina. Kendati dalam prakteknya 

sama-sama suka rela antara keduanya seperti dalam istilah kumpul kebo, 

hukum Islam tetap menyatakan perbuatan zina dan sanksi hukumnya adalah 

hudud. 

2. Macam-macam Sanksi Hudud dalam Delik Kumpul Kebo 

Telah dikemukakan bahwa hakikat  zina adalah menyetubui 

kemaluan tanpa hak kepemilikan dan tidak dalam eadaan syubhat. Dan 

perbuatan ini terealisir dengan memasukkan penis ke dalam vagina yang 

diharamkan (yakni dengan tanpa akad syar’i) tanpa ada syubhat pernikahan, 

baik sampai ejakulasi maupun tidak. Bila seorang laki-laki menyetubuhi 

wanita lain (yang bukan istrinya) selain pada kemaluanya, maka tidak 

diragukan lagi bahwa perbuatan ini juga diharamkan, tapi tidak dianggap 

                                                             
6 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), 259. 
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sebagai perzinaan dan tidak mengharuskan had zina. Namun, pelakunya 

layak dikenakan sanksi ta’zir.
7
 

Terdapat dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhs}an dan zina ghairu. 

Zina muhs}an ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau 

janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau 

pernah menikah secara sah. sedangkan zina ghairu muhs}an ialah zina yang 

pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah 

menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. 

Syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda terhadap 

kedua jenis jarimah tersebut. Sanksi bagi pelaku zina muhs}an adalah rajam, 

yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku 

zina ghairu muhs}an adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan 

selama satu tahun. 

Dasar hukuman bagi pelaku zina ghairu muhs}an yaitu:
8
 

 

هَُ ا ِ ائََ  جَلَْ ةٍ   وَلََ تَْ خُذُْ ْ  بِهَِ ا رأََْ ٌ  ِ ي وِ ِ  اللنَِّ  ۖ  الزنَّانَِ ُ  وَالزنَّانِي َ اجْلُِ وا ُ لنَّ وَااٍِ  ِ ن ْ
  وَلَْ ْ هَْ  َ ذَابَ هَُ ا  اَئَِ ٌ  ِ َ  الُْ ؤِْ نِ  َ ۖ  ِ نْ ُ نُْ ْ  تُ ؤِْ نُونَ باِللنَِّ  وَالْ َ وْمِ الْْخِرِ 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama 

Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disakikan oleh sekumpulan dari 

orang-orang yang beriman.‛ (QS. an-Nuur: 2)
9
  

                                                             
7 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia , 2008), 44. 
8 H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1997), 41-42. 
9 Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 350. 
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َ ْ  ُ َ اوَةَ بِْ  الصنَّاِ تِ رض الله  ن  ، قال؛ َ انَ نَِ يّ صلّ الله  ل   و لّ  ؛  ذَاأنُْزِلَ َ لَْ ِ  ُ رِبَ 
لِذَالَِ  وَ تَ رَبنََّ  لَُ  وَجْهُُ ، قال ؛  نْزِلَ َ لَْ ِ  ذَاتَ  َ وْمٍ،  َ لُقِيَ َ ذَالَِ ، َ لَ نَّا ُ رِّيَ َ نُْ   قال ؛ 

ََ َ ِ ْ ي ، الث نَّ ِّب باِلث نَّ ِّب وَالِْ كْر باِلِْ كْرُ ، الث نَّ ِّبُ جَلُْ  ِ  ةٍ ، ثُ نَّ  خُذُو َ نِّى،  َ قَْ  جََ ل الله لَهٍُ 
أخرج   سل   جَلُْ  ِ  ةٍ ثُ نَّ نَ ْ ىُ َ نَ  رجٌَْ  باِلِْ َ ارةَِ،وَالِْ كْرُ 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, ‚Apabila 

turun ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan, 

dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun 

kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaannya 

ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun beliau 

bersabda, ‘Ambillah (hukum) dariku. ‘Ambillah (hukum) dariku. 

Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina 

dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. 

Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan 

dirajam‛. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).
10

 

 

Berdasarkan dari uraian tentang sanksi kumpul kebo yang tergolong 

dari perbuatan zina dalam hukum Islam, maka dapat ditarik garis besar 

sebagai berikut: 

a. Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus pemudi 

dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan. 

b. Sanksi zina bagi yang sudah menikah, berlaku juga untuk duda dan janda 

akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan kemudian 

dirajam. 

 

 

                                                             
10 Abdul Qawi Al-Mundziri, Ringaksan Shahih Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 514.  
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B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Restoratif Delik Kupul Kebo 

dalam RUU KUHP Tahun 2015  

Kumpul kebo memang tidak diatur dalam KUHP. Sehingga perbuatan 

hidup bersama atau kumpul kebo tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena 

dalam ketentuannya, hidup bersama sebelum menikah itu tidak diatur secara 

tegas sebagai perbuatan yang dapat di persalahkan. Namun apabila perbuatan 

hidup bersama tersebut di lakukan oleh seorang  laki-laki yang telah beristri 

disertai hubungan badan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi 

hukuman Pasal 284 KUHP. Akan tetapi pelaku perzinaan tersebut baru dapat 

dituntut apabila ada pengaduan dari istrinya yang sah yang telah di rugikan. 

Adapun dalam telaah hukum yang tidak tertulis, budaya kumpul kebo 

yang oleh kebanyakan masyarakat juga dianggap sebagai perbuatan yang 

melanggar norma kesusilaan.
11

 Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang 

bukan tabu lagi untuk didengar, namun tanpa diperbincangkan secara mendalam 

semua orang mengakuinya bahwa perbuatan kumpul kebo itu sudah jelas 

perbuatan itu tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun juga kumpul kebo 

tidak diperbolehkan oleh agama apapun. 

Atas dasar ini sebenarnya masyarakat telah lebih dulu mempraktekkan 

konsep keadilan restoratif walaupun hanya di berbagai daerah tertentu. Sebab, 

dapat dilihat keberadaan (local wisdom) hukum adat tertentu juga membantu 

memulihkan persoalan-persoalan yang ada di masyrakat tanpa harus lebih dulu 

dilarikan pada lembaga pengadilan. Tidak terkecuali bila ada perbuatan kumpul 

                                                             
11

 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986). 
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kebo, masyarakat akan lebih inisiatif dan memaafkan untuk memulihkan 

hubungan tersebut dengan cara yang baik atau segera melakukan pernikahan, 

sebab bagaimanapun masyarakat berupaya menjaga nama baik hubungan pelaku 

kumpul kebo dan secara umum menjaga atau memulihkan nama baik masyarakat. 

Di sini sangat memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the 

people) dirasakan amat kuat. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis 

terhadap sistem normatif yang ada.
12

 

Menurut Hendersen, gagasan tentang memaafkan dan untuk meinggalkan 

segala nafsu untuk membenci dan balas dendam adalah gagasan yang universal 

yang dimiliki semua orang. Begitu pula keinginan untuk membangun kehidupan 

yang rukun, harmonnis, dan kemauan untuk memulihkan hubungan sosial yang 

retak pun bersifat universal. Agama adalah salah satu institusi sosial yang 

mengandug gagasan-gagasan yang universal tersebut.
13

 

Secara rinngkas dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip restoratif yang 

mengutamakan pemullihan korban, pelaku, dan komunitas sebenarnya sudah 

menjadi kepedulian agama-agama. Maka kecenderungan yang kuat pada dekade 

terakhir ini untuk menerapkan keadilan restoratif darpada keadilan retributif 

sudah mendapatkan dukungan dari agama-agama. Persekutuan keagamaan 

semestinya terus menerus menghidupi dan mengembangkan semangat restoratif 

yang sudah lama hidup dan tumbuh dalam dirinya.
14

 

                                                             
12 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 

116. 
13 Yoachim Agus Triatno, Keadilan Restoratif, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 67. 
14 Ibid., 72. 
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Dalam agama Islam, mengampuni merupakan keutamaan yang penting, 

yang menglir dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Rahim, ini bisa ditemukan dalam 

Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Swt. ada tiga kata yang memiliki makna 

mengampuni atau memaafkan yaitu afw yang berarti memaafkan, menghapus, 

hukuman, amnesti (Alquran 42:40;  2:187); safhu yang berarti bertaubat dari dosa 

atau tindakan yang salah, megabaikan (Alquran 2:109;  15:85;  43:89); ghafara, 

maghfira yang berarti menutup, mengampuni, menghapus hutang, (Alquran 

2:263;  42:37;  43:43).
15

 

Secara spesifik hukum Islam juga mengatur keadilan restoratif, terkait 

jarimah zina ghairu muhs}an atau dalam hal kumpul kebo hukuman tesebut 

terdapat dalam sanksi hudud. Dasar hukum ini juga bersumber dari berbagai 

pendapat ulama fikih sebab ada pengakuan. Dalam rinciannyapun terdapat pula 

pengecualian hukuman hudud berdasarkan salah satunya adalah taubat dari 

pelaku.  

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. 

Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’i dan Malik, bila pelakunya 

dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus 

dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa 

hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak 

empat kali.
16

 Masalah pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada hakim muslim 

atau yang dapat menggantikan perannya, dan tidak setiap orang bisa 

melaksanakan hukuman tersebut, dikarenakan hukuman ini merupakan hak Allah 

                                                             
15 Ibid., 71. 
16 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24. 
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yang memerlukan ijtihad, dan orang ang lemah tidak terjamin menjalankan 

dengan baik. Karena itu, tidak diperbolehkan hukuman ini dilaksanaan kecuali 

dengan seizin imam (penguasa). 

Hudud  (hukuman yang telah ditentukan) bagi pezina muhshan ataupun 

ghairu muhshan bisa menjadi gugur karena beberapa hal:
17

 

1. Menarik kembali pengakuan (dari orang yang telah membuat pengakuan 

tentang dirinya sendiri). 

2. Syubhat (kerancuan/kesamaran). Para ahli fiqih sepakat bereda dengan Ibnu 

Hazm dan para sahabatnya bahwa hudud bisa gugur karena adanya syubhat. 

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang asli. 

3. Pengakuan taubat terhadap hudud, sebagai pencegah dan sebagai penetap, 

memiliki dua kondisi:  

Pertama, bertaubat setelah adanya keputusan terhadapnya. Taubat ini 

disepakati tidak dapat menggugurkan hukuman. Kedua, bertaubat sebelum 

adanya keputusan terhadapnya. Pengaruh taubat ini terhadap pengguguran 

hukuman dalam kondisi ini terbagi dua: satu disepakati dan yang lain 

diperselisihkan: 

a. Yang disepakati: tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli 

fiqih bahwa hukuman bagi perampok dan orang murtad bisa digugurkan 

dengan taubat, bila taubat pelaku terealisasi sebelum tertangap. Begitu 

juga hukuman meninggalkan shalat, bagi yang menggapnya sebagai had. 

                                                             
17 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah – Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia, 2008), 10-14. 
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b. Yang diperselisihkan: mereka yang berpendapat mengenai sanksi-saksi 

lainnya, bila pelaku kejahatan yang mengakibatkan had bertaubat 

sebelum tertangkap. 

Jadi kumpul kebo dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dilakukan 

dengan restorasi atau pemulihan dari pelaku, korban dan masyarakat. Maka 

keadilan restoratif dapat ditemukan pada pelaku zina ghairu muhs}an atau dalam 

hal ini tentang kumpul kebo atas dasar pengakuan taubat sebelum ada putusan, 

dan pemaafan dari masyarakat sosial. 

Berdasarkan analisis di atas, ada pula literasi sebagai penguat yaitu 

terdapat di Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang juga menjelaskan tentang 

beberapa penghalang pelaksanaan hukuman hudud. Pelaksanaan hukuman hudud 

terhalang jika ada sesuatu yang menggugurkannya setelah hukuman ditetapkan. 

berikut ini beberapa hal yang menggugurkan hukuman hudud:
18

 

1. Orang yang mengaku zina menarik pengakuannya. 

Pengguran ini berlaku jika tindak pidana zina ditetapkan berdasarkan 

pengakuan, baik pengakuan yang diungkapkan secara terang-terangan 

maupun tersirat. 

2. Penarikan kesaksian para saksi 

Hukuman hudud menjadi gugur dengan penarikan kesaksian para saksi, baik 

sebagian maupun keseluruhan, dari kesaksian mereka sebelum pelaksanaan  

hukuman hudud dan jumlah saksi yang tersisa kurang dari empat orang. 

                                                             
18 Amirullah at al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 242.  
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3. Sanggahan salah satu pelaku zina atau pelaku zina mengaku sudah menikah 

Syaratnya, zina ditetapkan berdasarkan pengakuan salah satu pelaku zina. 

dengan demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Tiga imam madzhab lainnya 

berpendapat bahwa sanggahanatas terjadinya zina tidak menggugurkan 

hukuman hudud. Demikian juga pengakuan adanya pernikahan kecuali 

pernikahan itu bisa dibuktikan. 

4. Hilangnya kelayakan kesaksian para saksi sebelum dan sesudah penetapan 

hukum. 

ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan imam madzhab yang lain 

tidak sepakat dengannya. 

5. Matinya para saksi sebelum pelaksanaan hukuman rajam. 

Ketentuan ini khusus berlaku untuk hukuman rajam. Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan tidak disepakati oleh imam 

mazhab yang tiga. 

6. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berzina  

Ini adalah pendapat Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alannya, 

pernikahan bisa melahirkan syubhat yang bisa menghapus hukuman 

hudud.pernikshsn memberikan hak kepemilikan dan hak bersenang-senang. 

Akan tetapi para fuqaha lainnya dari madzhab Hanafi tidak sependapat 

dengan Abu Yusuf. Menurut mereka, perbuatan yang dilakukan adalah zina 

dan perzinaan terjadi sebelum pernikahan  

Maka dari uraian di atas tedapat kesamaan dalam sanksi hudud, yaitu 

salah satunya adalah perihal pengakuan taubat dari pelaku zina. Hal inipun akan 
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menguatkan bahwa keadilan restoratif juga kuat adanya demi kepentingan 

korban, pelaku dan masyarakat. Alasan ini menjadikan harapan pemulihan pagi 

tindak pidana zina ghairu muhs}an atau seperti yang disebut sebagai delik kumpul 

kebo.  

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu 

merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku  dalam masyarakat. Hukum 

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) 

dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
19

 Dengan demikian hukum pidan 

Islam tetap merelevansikan hukum yang hidup di tengah kehidupan msyarakat 

dengan metode-metode yang telah dijelaskan dan spesifik. Unsur ini 

membuktikan bahwa hukum Islam juga terdapat konsep keadilan restoratif yang 

tetap bergerak dengan dinamis dan tdak statis. Serta tetap mengandung pada 

dasar hakikat dari hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlakunya 

keberlangsungan harmonisasi pada masyrakat. 

                                                             
19 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 

1 246. 


